GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR-KEPALA DAERAH TINGICAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 032 /B.XV/HK/1992
' TENTANG

PELEPASAN HAK PEMIRINTAH PROPINSI DARRAH TINGKAT I
LAMPUNG ATAS SEBIDANG TANAH DAN RUMAH YANG BERADA
DIATASKYA KEPADA PENGHUNI YANG BERHAK  MEMBELINYA

GUBERNUR KiATA DASRAH TINGKAT I TAMPUNG

Surat keterangan dari Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung
Nomor : 956/2722/14/1991 tanggal 11 Desember 1991 yang menyatakan bahe
wa saudara HieTarmizi Nawawi pensiunan ex pegawai Sekretariat Pemda
Tingkat I Lampung, telah melunasi angsuran rumah yang terletak di Ja -
lan Kacapiring No«23 Kelurahan Enggal Bandar Lampung yang dibeli dari
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampunge

Membaca

Menimbang tlebahwa tanah seluas 590 M2 yang diatasnya berdiri sebush bangunan ru -
mah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang terletak
di Jalan Kacapiring'No.23 Kelurshan Enggal Bandar Lampung, telah dijute
al dengan cara sewa beli kepada saudara HieTarmizi Nawawi pensiunan
ex pegawai Sekretariat Pemda Tingkat I Lampung, sebagaimana tertuang
dalam Surat Perjanjian Penjualan / Sewa Beli Nomor : PU.400/187L/15/
1986 tanggal 27 Jamari 1987 . '

2ebahwa saudara HieTarmizi Nawawi telah membayar lunas harga tanzh mau -
pun harga rumah tersebut dengan engsuran terakhir pada tanggal 23 De -
sember 1591 kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung . -

N A 3ebahwa dengan lunasnya pembayaran dimaksud, maka Pemerintah Propinsi Dg-

erah Tingkat I Lampung melepaskan haknya atas tanah dan bangunan rumah
dimaksud dengan tujuan untuk dapat diberikan sesuatu hak kepada yang
bersangkutan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku .

' Menéingat :l.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

Daerah.

2eUndang—~undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dae”ah Tingkat
I Lampung.

3eUndang—undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Penjualan ‘Rumah--
rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai .. . Undang-undang . '

LeUndang -undang HNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-poqu
Agrarise

5eUndang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan.

bePeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjuaa -
lan Rumah-rumah Negeri.

7TePeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertang -
gung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

8e P eraturan eeccescecs
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8ePeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pembagian
Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah

9ePeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor A4 Tahun 1979 tentang Pelaksana -
an Pengelolaan Barang Pemerintah Daperah,
104Peraturan Daerah Propinsi Daersh Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1984
tentang Penjualan Rumah Negeri Golongan III milik Pemerintah Propin -
si Daerah Tingkat I Lampung .
1l4Keputusan Menteri Dalam HNegeri Nomor 47 Tahun 1936 tentang Pengesahan
Penjualan Rumah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Peme~
rintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Melepaskan hak Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung atas sebi-
dang tanah seluas 590 M2 berikut bangunan rumsh yang berdiri diatas -
nya yang berlokasi di Jalan Kacapiring Noe23 Kelurshan Enggal Bandar
Lampung sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Penjualan / Sewa
Beli «

Dengan ketentuan bahwa @

1o Saudara HieTarmizi Nawawi felah membayar lunas atas tanah dan ba -
ngunan rumah sebesar Rpe 56854e375,~ ( Lima juta delapan ratus lima
puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah ) kepada Peme -
rintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampunge

2¢ Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974, kepada yang
namanya tersebut diatas dapat diberikan sesuatu hak atas tanah ter-
sebut menurut Peraturan Perundang undangan Agraria yang berlaku .

Untuk mendapatkan sesuatu hak atas tansh dimaksud pada diktum pertamat

1. Yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan / pengurusannya
kepada pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah dimaksud
melalui Kantor BPN setempat «

2¢ Semua biaya untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah dimaksud di =
bebankan / menjadi tangeung jawab yang bersangkutane

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan
diubsh sebagaimana mustinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruane

Ditetapkan Al Telukbetung

Tembusan disampaikan Kepada Yth ¢ ,;h_,f» r
1l.Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakawbe- ‘-~

2e3dreKepala Itwil PropslLampung di TeLukbetung
3eSdreKepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung
LeSdreKepala Kantor BFN Propinsi Lampung di Telukbetung
5eSdreKepala Dispenda Tingiat I Lampung di Telukbetung
beSdreHieTarmizi Nawawi di Bandar Lampung .
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